BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya,
kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana narkotika di kota Yogyakarta telah ditangani dengan terstruktur oleh
pihak-pihak terkait yang sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan.
Dalam proses penanganannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga
pemeriksaan perkara terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana di kota
Yogyakarta selalu diupayakan diversi lebih dahulu oleh pihak kepolisian,
kejaksaan maupun di pengadilan. Keadilan restoratif diupayakan untuk mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula. Namum ancaman pidana terhadap tindak pidana narkoba yang tinggi
pada perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika menyebabkan tidak
memenuhinya syarat dilaksanakannya diversi. Pertanggungjawaban pidana anak
sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta ialah pidana penjara dan
denda berupa pelatihan kerja, hal ini mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga
disesuaikan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
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1. Segala pihak yang berwenang dan terkait dalam proses penanganan perkara
terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di kota
Yogyakarta, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan
perkara sudah berupaya secara prosedural dan maksimal sebagaimana yang
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka sepatutnya hal
demikian agar tetap dijaga konsistensinya sehingga terhadap anak dibawah
umur lainnya yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak dan
perlindungan secara maksimal serta terjaga harkat dan martabatnya di kota
Yogyakarta.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta dan segala pihak yang berwenang agar secara
serius dan maksimal dalam hal menanagani pencegahan dan peredaran
narkotika di Kota Yogyakarta. Kemudian juga secara aktif mensosialisasikan
bahaya narkotika di instansi-instansi pendidikan yang terdapat anak di
dalammnya, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus
mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua,
ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan terhadap anak.
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